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ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan (Artificial
Intelligence/Al), telah menghadirkan revolusi dalam berbagai bidang, termasuk
dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Al dirancang untuk meniru
kemampuan kognitif manusia, seperti berpikir, menganalisis, dan mengambil
keputusan, sehingga kehadirannya membuka peluang besar untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas, serta kecepatan dalam proses penegakan hukum. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penggunaan Al dalam kelembagaan
peradilan di Indonesia serta meninjau relevansinya dari perspektif maslahah
mursalah sebagai salah satu teori hukum Islam yang menekankan pada
tercapainya kemaslahatan umum.

Jenis penelitian ini merupakan studi yuridis empiris yang bertujuan untuk
mengkaji perkembangan dan efektivitas implementasi teknologi dalam sistem
peradilan Indonesia, khususnya terkait digitalisasi proses peradilan dan potensi
penerapan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/Al). Melalui pendekatan
yuridis empiris, penelitian ini menghubungkan norma hukum dengan praktik
faktual di lapangan berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Narasumber menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat penerapan
langsung teknologi Al secara spesifik dalam sistem peradilan. Namun, sistem
peradilan Indonesia telah mengalami digitalisasi menyeluruh, mulai dari
pendaftaran perkara, pelaksanaan sidang, pengajuan banding, yang seluruhnya
dapat dilakukan secara elektronik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Pemanfaatan kecerdasan
buatan (AI) di lingkungan peradilan Indonesia memiliki urgensi yang tinggi,
terutama dalam meningkatkan efisiensi kerja lembaga peradilan. Al berperan
penting dalam memproses informasi hukum, mendukung administrasi peradilan,
dan memberikan analisis hukum berbasis data serta yurisprudensi. Peran Al dalam
hukum Indonesia masih sebagai perangkat penunjang, belum memiliki status
sebagai subjek hukum. Hal ini menciptakan kekosongan regulasi, khususnya
terkait tanggung jawab hukum bila AI menyebabkan kerugian. Kedua, Dilihat dari
sudut pandang Maslahah Mursalah, penerapan Al dapat dikategorikan sebagai
bentuk kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Al
berkontribusi dalam memberikan kemudahan (maslahah hajiyah) dan
memperindah proses pelayanan hukum (maslahah tahsiniyah). Melalui
pendekatan hukum progresif, hukum dituntut untuk terus beradaptasi terhadap
dinamika zaman. Al dapat menjadi inovasi strategis dalam mewujudkan keadilan
dan keterjangkauan layanan hukum yang lebih merata.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Sistem Peradilan, Maslahah Mursalah,
Penegakan Hukum, efektivitas Hukum, Hukum Progresif.
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Abstract

The rapid advancement of digital technology, particularly Artificial Intelligence
(Al), has significantly transformed various sectors, including the legal and
judicial systems in Indonesia. Al is designed to simulate human cognitive
functions such as reasoning, analysis, and decision-making, offering the potential
to enhance efficiency, effectiveness, and speed in law enforcement processes. This
study aims to examine the urgency of Al utilization in Indonesias judicial
institutions and evaluate its relevance through the lens of maslahah mursalah, an
Islamic legal theory that emphasizes public interest and societal benefit.

This study is an empirical juridical research aimed at examining the development
and effectiveness of technology implementation within the Indonesian judicial
system, particularly regarding the digitalization of court processes and the
potential application of Artificial Intelligence (Al). Through an empirical juridical
approach, the study connects legal norms with actual practices in the field based
on interviews, observations, and documentation. Respondents noted that, as of
now, there has been no direct implementation of Al technology within the judicial
system. However, Indonesias judiciary has undergone extensive digitalization,
covering case registration, court proceedings, and appeals submissions all of
which can now be conducted electronically.

The findings of this study indicate the following:First, the utilization of Artificial
Intelligence (Al) in the Indonmesian judicial system holds significant urgency,
particularly in enhancing the efficiency of judicial institutions. Al plays a crucial
role in processing legal information, supporting judicial administration, and
providing data-driven legal analysis and jurisprudence. Currently, Al in
Indonesian law functions solely as a supporting tool and does not yet hold the
status of a legal subject. This creates a regulatory gap, especially regarding legal
accountability in cases where Al causes harm. Second, from the perspective of
Maslahah Mursalah, the application of Al can be considered a form of public
benefit (maslahah) as long as it does not conflict with fundamental principles of
Islamic law. Al contributes by providing convenience (maslahah hajiyah) and
enhancing the quality of legal services (maslahah tahsiniyah). Through the lens of
progressive legal theory, the law is expected to continuously adapt to the changing
times. Al represents a strategic innovation in the pursuit of justice and equitable
access to legal services.

Keywords: Artificial Intelligence, Judicial System, Maslahah Mursalah, Law
Enforcement, Legal Effectiveness, Progressive Law.
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
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2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
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IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir perkembangan teknologi menjadi bukan
hanya pesat namun juga berkembang dengan sangat cepat yang mana dengan
adanya hal tersebut era semacam ini disebut dengan era disrupsi. China
merupakan salah satu pionir dalam pengembangan Al ini yaitu berkaitan
dengan facial recognation dalam mengidentifikasi kejahatan. Selain itu,
terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh AI dalam sistem peradilan
diantaranya adalah analisa dokumen, prediksi hasil perkara, penjadwalan

sidang, hingga menjadi bagian dari asisten hukum.

Selain China, terdapat pula Amerika Serikat yang sudah mulai
menggunakan Al yaitu untuk keperluan analisis dokumen dan memberikan
rekomendasi kepada hakim dalam menentukan putusan yang akan diambil.
Adapun di negara-negara eropa yang paling menonjol adalam penggunaan Al
ini adalah Inggris dan Estonia dimana penggunaanya tidak jauh berbeda

dengan Amerika Serikat.*

Al dirancang untuk menyelesaikan masalah kognitif yang mirip dengan
kemampuan manusia dalam berpikir. Sebagai contoh, Al telah memudahkan

kehidupan manusia, seperti pada aplikasi Google Translate yang dapat

! Linda Ikawat, Sulaiman Sulaiman, Muhammad Fahri Huseini, " Masa Depan

Penegakan Hukum Indonesia: Sistem Peradilan Pidana Berbasis Kecerdasan Buatan (Al)", e-
ISSN: 3064-6332; p-ISSN: 3089-0942, Hal 01-18



menerjemahkan bahasa tanpa perlu menggunakan kamus secara manual.
Dalam konteks ini, Al dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia dengan mengoptimalkan perencanaan kerja, penalaran, pemecahan
masalah, merangsang daya pikir, pengakuan ide atau gagasan, serta
mempercepat berbagai aktivitas secara efisien. Al sering disebut sebagai
"emas baru" yang harus terus digali potensinya. Teknologi ini pun berperan
penting dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi,

sistem keuangan, pendidikan, hukum, dan penegakan hukum.?

Digitalisasi telah mendorong perkembangan dan pemanfaatan kecerdasan
buatan (Al) dalam bidang hukum, menjadikannya isu yang sangat penting
untuk diperhatikan. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa inovasi
dalam penerapan Al juga membawa dampak negatif yang harus
diperhitungkan dalam upaya perlindungannya. Hal ini menimbulkan
tantangan dalam mencari keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan
kemajuan teknologi Al. Meskipun Al dirancang untuk meningkatkan kualitas
hidup manusia, potensi munculnya perdebatan tentang kemampuan Al untuk
mewujudkan keadilan, kejujuran, empati, dan kepedulian terhadap pihak yang
lebih lemah dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian perkara di
bidang hukum tetap ada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anshori, Al
dirancang untuk membantu dalam analisis data, penalaran, pemecahan

masalah, dan pengambilan keputusan dengan waktu yang lebih efisien.

2 Simanjuntak, Ayu Dampak Teknologi dan Inovasi pada Keadilan dalam Penegakan
Hukum di Era Digital. Journal on Education, vol.6:1, (2023), hlm.1-8.



Namun, dalam konteks restoratif justice dan hukum progresif, Anshori
berpendapat bahwa penggunaan Al sebagai alat penegakan hukum tidak
sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip restoratif justice, terutama yang
terkait dengan musyawarah antar pihak yang terlibat dalam perkara, yang

merupakan inti dari prinsip tersebut.>

Sehubungan dengan reformasi kelembagaan peradilan di Indonesia,
penting untuk diingat bahwa kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia
berada di tangan Mahkamah Agung (MA) bersama dengan Mahkamah
Konstitusi (MK). Lembaga peradilan di Indonesia saat ini pun tidak terlepas
dari pemanfaatan teknologi industri, khususnya dalam hal pengembangan dan
penggunaan Al. Hal ini berkaitan dengan perkembangan sistem e-Court atau
pengadilan elektronik yang kini digunakan di lembaga peradilan, yang juga
mencerminkan kemajuan teknologi Al di berbagai negara. Al saat ini semakin
digunakan untuk membantu dan memfasilitasi hakim dalam proses

persidangan perkara hukum.*

Berdasarkan latar belakang di atas maka menjadi menarik untuk mengkaji
sejauh mana peluang, keperluan penggunaan Al, serta kedudukan

penggunaannya dalam reformasi kelembagaan peradilan khususnya dalam

% Anshory. Gagasan Artificial Intelligence dalam Penerapan Hukum di Era 4.0 Perspektif
Penyelesaian Perkara Model Restorasi Justice dan Hukum Progresif. Legal Studies Journal, vol2:2,
(2022), hlm. 1-13

4 Bishnoi, Shubham, Future of Law:Artificial Intelligence. International Journal of Law
Management and Humanities5, vol. 2, (2022), hlm.2218-2222.



ranah administrasi dengan judul “Masa Depan Penegakan Hukum Di

Indonesia Dalam Sistem Peradilan Berbasis Artificial Intelligence”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana urgensi penggunaan artificial intelligence dalam
kelembagaan peradilan di Indonesia?
Bagaimana penggunaan artificial intelligence dalam kelembagaan

peradilan di Indonesia persepktif maslahah mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan

kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti, Adapun Tujuan dan

Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:

1.

2.

Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui bagaimana Penggunaan Artificial Intelligence
dalam Kelembagaan Peradilan di Indonesia.

b) Untuk mengetahui Penggunaan Artificial Intelligence dalam
Kelembagaan Peradilan di Indonesia persepktif maslahah
mursalah.

Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritik



Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat
memperkaya dan memperluas wawasan bagi akademisi Hukum
Tata Negara serta bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat
dijadikan sumber kelimuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b) Kegunaan Praktis
Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta
proyeksi yamg lebih progresif terkait badan peradilan yang lebih

efektif dan efisien.

D. Telaah Pustaka

Setelah di lakukan penelusuran literatur terkait topik “Pemanfaatan
Artificial Intelligence Dalam Masa Depan Sistem Peradilan Indonesia
Perspektif Maslahah Mursalah” penulis menemukan tulisan yang
berkaitan dengan topik tersebut diantaranya:

Pertama, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Ekinia Karolin
Sebayang dkk, dengan judul Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial
Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia.’
Pada umumnya penelitian ini membahas Integrasi Al dalam hukum positif
Indonesia saat ini mengacu pada UU ITE yang mengatur sistem dan agen
elektronik, meskipun belum sepenuhnya komprehensif sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan Al. Penggunaan Al

dalam praktik hukum sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung melalui

® Ekinia Karolin Sebayang dkk, Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence
Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia, Locus Journal of Academic Literature
Review Volume 3 Issue 4, April 2024.



aplikasi smart majelis untuk pemilihan majelis hakim, dan oleh sebagian
advokat untuk manajemen kasus serta analisis perjanjian. Namun,
pemanfaatan Al memerlukan pengawasan yang tepat guna menjaga peran
penting penegak hukum dalam menafsirkan hukum, etika, dan nilai sosial.
Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada
kajian Al pada peradilan. Sedangkan perbedaanya terletak pada teori yang
akan digunakan penulis. Penulis akan mencoba menganalisis dari kaca
mata Islam yaitu maslahah mursalah.

Kedua, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Ni Kadek Lidya
Yurisvina Arianto dengan judul Perkembangan Artificial Intelligence:
Peluang dan Tantangan Penggunaannya pada Peradilan Konstitusi di
Indonesia.® Penelitian ini berfokus terdapat peluang penggunaan Al
berkaitan dengan reformasi kelembagaan MK di Indonesia sebagai wujud
asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut merujuk
pada upaya penerapan landasan sosiologis, filosofis dan yuridis. Penerapan
ketiga landasan tersebut dengan diwujudkan melalui kesadaran MK
dengan mengaturnya pada produk hukum berupa PMK, dan
implementasinya terhadap sistem administrasi peradilan (JAS) oleh
Kepaniteraan MK, serta terhadap sistem administrasi umum (GAS) yang
dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal MK. Hal tersebut membawa

pengembangan grand design IT, manajemen anggaran, serta manajemen

® Ni Kadek Lidya Yurisvina Arianto, Perkembangan Artificial Intelligence: Peluang dan
Tantangan Penggunaannya pada Peradilan Konstitusi di Indonesia, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 46,
No. 2 Agustus 2024, h. 107-126



sumber daya manusia di MK RI berbasis dan berbudaya ICT sebagai
wujud pemanfaatan Al menuju lembaga peradilan modern. Persaamaanya
terletak pada focus terhadap kajian AI. Perbedaanya penulis mencoba
focus pada penerapan Al pada Lembaga peradilan secara umum.

Ketiga, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Bagus Gede Ari Rama
dengan judul Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam
Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia.” Secara umum pembahasa ini
berfokus UUHC Indonesia belum mengakui Al sebagai subjek hukum,
sehingga Al tidak dapat dianggap sebagai pencipta. Namun, potensi
pengakuan Al sebagai subjek hukum di masa depan sangat terbuka,
dengan mengadopsi konsep seperti Work Made for Hire dan doktrin
Vicarious Liability untuk mengakomodasi Al sebagai entitas hukum baru.
Persamaannya terletak pada focus kajian AIl. Namun perbedaannya penulis
mencoba mempaparkan urgensi Al pada badan peradilan dengan

menggunakam teori efektivitas hukum dan maslahah mursalah.

Keempat, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Eka Nanda Ravizki
dengan judul Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan
Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia.® Pada umumnya
penelietian tersebut berfokus pada tantangan dalam pengaturan Artificial

Intelligence sebagai Subjek Hukum di Indonesia. Pertama adalah terkait

" Bagus Gede Ari Rama, Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang
Hukum Hak Cipta Di Indonesia JURNAL RECHTENS, Vol. 12, No. 2, Desember 2023

® Eka Nanda Ravizki, Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual
dan Tantangan Pengaturan di Indonesia, Notaire, 5 (3) 2022: 351-376.



pertanggungjawaban pidana. Pada intinya isu ini adalah terkait dengan
bagaimana konsep supaya Al dapat dimintai pertanggungjawaban secara
hukum pidana dan apabila tidak bisa maka siapa pihak yang wajib
bertanggungjawab. Kedua adalah terkait dengan hak cipta. Tantangan yang
harus dijawab selanjutnya adalah bagaimana UUHC sebaiknya menjawab
perkembangan Al di Indonesia sehingga dapat mengakomodir keberadaan
dan ciptaan AIl. Persamaannya terletak pada kajian Al namun yang
membedakanya penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah
pada tataran objeknya penulis akan berusaha menjadikan Al sebagai alat di

Lembaga peradilan.

. Kerangka Teori
1. Teori Hukum Progresif
Satjipto Rahardjo adalah salah satu pemikir hukum Indonesia yang
dikenal produktif. Dalam dunia akademis, ia sering disebut sebagai
"Begawan Sosiologi Hukum" karena kontribusinya yang signifikan di
bidang tersebut. Salah satu konsep pemikiran yang menjadi warisannya
adalah gagasan tentang Hukum Progresif. Pemikiran ini merupakan
refleksi intelektual dari perjalanan panjangnya sebagai seorang peneliti
dan pengamat ilmu hukum. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa teori
hukum sangat dipengaruhi oleh cara pandang individu atau komunitas
terhadap hukum itu sendiri. Perspektif ini tidak hanya dibentuk oleh
konteks internal komunitas, tetapi juga oleh perubahan sosial, budaya,

dan filosofis yang tengah berlangsung. Sebagai contoh, munculnya



pendekatan positivistik dalam ilmu hukum sangat dipengaruhi oleh
perkembangan filsafat positivisme yang saat itu mendominasi
pemikiran akademik. Dengan kata lain, teori hukum berkembang
seiring dengan diskursus intelektual yang ada dalam masyarakat
tertentu, sebagaimana digambarkan Rahardjo dalam bagannya: Theory
The Discourse The Subject Law Komunitas Tertentu Bergantung Pada
Sudut Pandangnya (Paradigmatika).

Menurut Satjipto Rahardjo, teori baru dalam hukum harus mampu
memberikan tambahan pengetahuan sekaligus memicu transformasi
pemikiran. Teori ini tidak sekadar bersifat deskriptif, tetapi juga
mendorong gerakan dan proses pemaknaan baru terhadap hukum.
Dengan demikian, kehadiran teori baru berpotensi mengubah struktur
ilmu hukum secara menyeluruh. Pemikiran Rahardjo menekankan
bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan entitas yang
dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
serta perubahan zaman. Konsep inilah yang menjadikan Hukum
Progresif ~sebagai salah satu kontribusi pentingnya dalam
pengembangan ilmu hukum di Indonesia.’

Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo
menekankan bahwa hukum bukanlah entitas statis yang hanya berfungsi
sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebuah alat sosial yang

hidup dan terus bergerak sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam

® Turiman, “Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma
"Thawat" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi
/Grounded Theory Meng-Indonesia)”
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konteks perkembangan teknologi digital, terutama kehadiran Al dalam
peradilan, teori ini memberi landasan filosofis bahwa hukum harus
bersifat visioner, transformatif, dan responsif terhadap perubahan sosial.

Hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai teks, melainkan
sebagai proses yang diarahkan untuk mencapai keadilan substantif. Al
dapat menjadi medium baru untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut
jika dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan
nilai-nilai  kemanusiaan. Maka, Hukum Progresif memberikan
legitimasi untuk mengadopsi teknologi canggih dalam dunia hukum,
selama orientasinya tetap pada keadilan bagi masyarakat luas, bukan
sekadar efisiensi prosedural. Dalam kerangka ini, Al tidak boleh
menggantikan peran hakim sebagai pencari keadilan, tetapi dapat
mendukungnya dalam menjalankan tugas secara lebih akurat, cepat, dan
obyektif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Alasan penulis mengambil teori hukum progresif ini karena
bersangkutan dengan judul penelitian ini yang Dimana dirumuskan oleh
satjipto rahardjo menekankan bahwa pentingnya hukum sebagai sarana
untuk mencaoai suatu keadilan bukan sekedar aturan yang kaku. Dalam
konteks penggunaan Al pendekatan ini relevan karena tekonologi
sekarang perkembagan yang begitu cepat dan hukum perlu responsif
yang cepat terhadap perubahan sosial dan teknologi.

2. Teori Efektivitas Hukum
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Menurut Soerjono Soekanto, Teori Efektivitas menggambarkan
hukum sebagai pedoman untuk menentukan perilaku yang dianggap
layak. Pendekatan yang digunakan bersifat deduktif-rasional, yang
cenderung menghasilkan pola pikir yang dogmatis. Di sisi lain, ada
pandangan yang melihat hukum sebagai perilaku yang konsisten dan
teratur. Pandangan ini menggunakan pendekatan induktif-empiris,
sehingga hukum dipahami sebagai tindakan yang berulang dalam pola
yang sama dengan tujuan tertentu.™®

Efektivitas hukum dalam praktik dapat dinilai dari sejauh mana
suatu aturan hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hal ini
biasanya terlihat dari pengaruh hukum dalam mengarahkan perilaku
atau tindakan tertentu agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Efektivitas hukum berfokus pada pencapaian tujuan yang diinginkan
melalui penerapan hukum tersebut. Salah satu cara untuk mendorong
masyarakat mematuhi aturan hukum adalah dengan menerapkan
sanksi. Sanksi ini dapat berupa sanksi negatif maupun positif, yang
bertujuan untuk memberikan dorongan agar individu menghindari
perilaku tercela dan menjalankan tindakan yang terpuji.**

Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono
Soekanto memberikan kacamata empiris dalam menilai apakah suatu

sistem hukum benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya di tengah

10 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di
Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 45

1 Ibid, him 48
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masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan
norma, tetapi juga sejauh mana norma tersebut dipatuhi dan dijalankan
oleh masyarakat. Dalam konteks implementasi Al dalam sistem
peradilan, teori ini menjadi sangat penting karena mengingatkan
bahwa keberadaan teknologi canggih sekalipun tidak otomatis
menjamin keberhasilan sistem hukum. Jika Al tidak dirancang secara
adil, tidak dipahami oleh aparat hukum, atau tidak diterima oleh
masyarakat, maka efektivitasnya akan rendah, bahkan dapat
menimbulkan distrust terhadap sistem hukum itu sendiri.

Teori ini menggarisbawahi pentingnya regulasi yang matang,
pelatihan sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat
agar penerapan Al tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga
berdampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan, keterbukaan, dan
partisipasi masyarakat terhadap proses hukum. Efektivitas sistem
peradilan berbasis Al harus dievaluasi dari seberapa besar ia dapat
mengurangi beban perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, dan
menjamin akses keadilan yang merata.

3. Maslahah Mursalah

Sumber hukum dalam Islam terdiri dari berbagai macam, di
antaranya yang telah disepakati oleh jumhur ulama, yaitu Al-Qur'an,
Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sementara itu, beberapa sumber hukum
Islam lainnya masih menjadi perdebatan mengenai keabsahannya

sebagai sumber hukum, seperti Istthsan, Mashlahah Mursalah, ‘Urf,
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Istishab, dan lain-lain. Mashlahah Mursalah dipilih oleh penulis
sebagai salah satu teori dalam penelitian ini, karena dalam teori ini,
manfaat atau kerugian yang ditimbulkan menjadi parameter utama
dalam menilai suatu fenomena hukum.

Menurut Imam al-Ghazali, Maslahah Mursalah adalah usaha untuk
meraih manfaat dan menghindari kerugian demi menjaga tujuan
syariat. Penilaian terhadap manfaat didasarkan pada tujuan syariat,
yang memiliki sifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh keinginan
hawa nafsu manusia. Namun, dalam situasi tertentu, suatu fenomena
hukum yang dianggap bermanfaat oleh manusia karena sejalan dengan
keinginan mereka, bisa saja bertentangan dengan maksud atau tujuan
syariat.'?

Berdasarkan pada urutan kualitas dan tingkat urgensitasnya, pada
ulama fikih membagi Maslahah mursalah menjadi tiga, yaitu:

a. Al-Maslahah adh-Dhoruriyyah

Al-Maslahah adh-Dhoruriyyah merupakan Kemaslahatan
atau kemanfaatan yang diukur berdasarkan indikator kebutuhan
manusia yang fundamental. Kebutuhan tersebut secara
hierarkis meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan yang
terakhir harta. Indikator tersebut merupakan tujuan daru syara’
atau biasa dikenal dengan Maqashid Syari’ah. Kemanfaatan

atau kemaslahatan suatau fenomena hukum diukur sejauh mana

12 Hidayatullah, S. (2018). Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali. Al-Mizan: Jurnal
Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol 2:1 (2018), hlm. 2.
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fenomena tersebut dapat memenuhi pemeliharaan atas kelima
indikator diatas
b. Al-Maslahah al-Hajiyah
Al-Maslahah al-Hajiyah merupakan kemaslahatan suatu
fenomena hukum yang diukur berdasarkan tingkat kemudahan
atau terhindarnya dari kesulitan dalam memenuhi tujuan syara
atau Magasid Syari’ah. artinya al-Maslahah al-Hajiyyat
merupakan penyempurna dari al-Maslahah adh-Dhoruriyyah.
C. Al-Maslahah at-Tahsiniyyah
Al-Maslahah at-Tahsiniyah merupakan kemaslahatan suatu
fenomena hukum yang berhubungan dengan penyempurnaan

dalam memenuhi tujuan syara’ atau maqasid syariah.

Teori Maslahah Mursalah memberikan dimensi etis dan spiritual
dalam menilai layak atau tidaknya suatu inovasi hukum dalam
kerangka nilai-nilai Islam. Dalam teori ini, suatu produk atau sistem
hukum baru dapat diterima dan diberlakukan jika mendatangkan
kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat
Islam (Maqashid Syari’ah). Dengan demikian, Al dalam sistem
peradilan tidak hanya ditinjau dari sisi efisiensi atau rasionalitas
modern semata, tetapi juga dilihat dari sejauh mana teknologi tersebut
menjaga lima prinsip utama syariat, yaitu: perlindungan terhadap

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
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Maslahah Mursalah menuntut agar peradilan berbasis Al tidak
menjadi alat yang justru mencederai keadilan, merugikan hak
masyarakat kecil, atau mengancam nilai-nilai kemanusiaan.
Sebaliknya, jika Al dapat mencegah korupsi, mempercepat keadilan,
menghindari kesalahan vonis, serta menjamin transparansi, maka ia
dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk maslahah yang sesuai

dengan maqashid syariah.

Lebih jauh lagi, Maslahah Mursalah dengan klasifikasinya (adh-
Dharuriyyah, al-Hajiyah, dan at-Tahsiniyyah) menyediakan kerangka
prioritas dalam menilai urgensi penerapan Al. Dari sisi al-Maslahah
adh-Dharuriyyah, Al dapat digunakan untuk menjaga kehidupan
masyarakat dari kesewenangan hukum, mencegah kesalahan sistemik,
dan mengamankan hak-hak dasar warga negara. Pada level al-
Maslahah al-Hajiyah, AI berperan dalam mempermudah kerja
peradilan, mengurangi ketergantungan pada birokrasi yang berbelit,
serta menjembatani kesenjangan akses keadilan. Sedangkan pada
tingkat al-Maslahah at-Tahsiniyyah, Al dapat memperindah dan
menyempurnakan citra sistem hukum sebagai sistem yang adaptif,
modern, dan berwibawa. Semua itu menguatkan bahwa penggunaan
teknologi tidak hanya sah secara teoritis, tetapi juga bisa dianggap
sebagai kebutuhan syariah jika benar-benar membawa manfaat yang

luas dan mendalam.
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4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berkaitan dengan
pemanfaatan teknologi terutama fokus pada modernisasi dan efisiensi
proses peradilan di Indonesia, dengan beberapa peraturan kunci
seperti PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem elektronik dalam
proses peradilan, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi
Elektronik, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi
dan Penyelesaian Perkara Melalui Sistem Elektronik.

1. Pemanfaatan Teknologi dalam Peradilan Melalui PERMA:

Sistem Elektronik dalam Proses Peradilan (PERMA No. 7
Tahun 2022): Peraturan ini mengatur penggunaan sistem elektronik
untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan, meliputi
administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik,
yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik merupakan tonggak penting dalam digitalisasi
sistem peradilan Indonesia. Peraturan ini membuka ruang bagi
pemanfaatan teknologi informasi, termasuk sistem elektronik dan
potensi penggunaan Artificial Intelligence (Al), dalam mendukung
tugas peradilan. Dalam konteks penelitian ini, PERMA tersebut

menjadi dasar normatif yang menunjukkan bahwa arah kebijakan
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Mahkamah Agung sudah mengarah pada modernisasi sistem
hukum melalui pendekatan digital.

PERMA ini secara eksplisit bertujuan untuk menciptakan
sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tiga
prinsip yang selaras dengan semangat maslahah dalam hukum
Islam, khususnya kategori al-Maslahah al-Hajiyah dan al-
Maslahah  at-Tahsiniyyah. Artinya, jika penerapan sistem
elektronik mampu mengurangi kesulitan pencari keadilan,
mempercepat proses hukum, serta menurunkan biaya berperkara,
maka hal itu dipandang sebagai bagian dari kemaslahatan yang
diakui oleh syariat.13

2. Mediasi Elektronik (PERMA No. 3 Tahun 2022):

Peraturan ini merupakan pengejawantahan asas sederhana,
cepat, dan biaya ringan dalam proses mediasi, di mana para pihak
dapat melakukan mediasi menggunakan sarana elektronik jika
dikehendaki dan disetujui oleh hakim serta para pihak.**

PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik bukan
hanya merupakan bentuk modernisasi prosedur hukum, tetapi juga
menandai kesiapan struktur hukum Indonesia dalam menerima
Artificial Intelligence sebagai bagian dari sistem peradilan. Dalam

bingkai maslahah mursalah, penggunaan teknologi dan Al dalam

3 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem elektronik dalam proses peradilan

“ PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik
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mediasi elektronik sangat relevan karena menjamin keefisienan,
keadilan, dan aksesibilitas hukum yang lebih baik bagi masyarakat.
Ini adalah cikal bakal sistem peradilan masa depan yang adaptif,
adil, dan maslahat.

3. Administrasi dan Penyelesaian Perkara Secara Elektronik
(PERMA No. 4 Tahun 2020):

Peraturan ini mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan
melalui  prosedur administrasi dan penyiaran elektronik,
melengkapi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara di Pengadilan secara elektronik.

PERMA No. 4 Tahun 2020 merupakan tonggak penting dalam
transformasi peradilan Indonesia menuju sistem yang berbasis
teknologi. Peraturan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan
transparansi, tetapi juga menyiapkan infrastruktur yang sangat
potensial untuk mendukung penerapan Artificial Intelligence di
masa depan. Dengan terus berkembangnya teknologi dan
kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang cepat dan mudabh,
kehadiran Al di pengadilan Indonesia hanya tinggal menunggu

waktu, dan PERMA ini adalah salah satu fondasi awalnya.™

4. E-Court (PERMA No. 1 Tahun 2019):

5 PERMA No. 4 Tahun 2020
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Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem e-court yang
memungkinkan pengguna terdaftar dan pengguna lain untuk
menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara
elektronik.

PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang E-Court adalah fondasi awal
dari transformasi digital sistem peradilan di Indonesia. Regulasi ini
bukan hanya menghadirkan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga
menyiapkan infrastruktur yang vital bagi integrasi kecerdasan
buatan di masa depan. Dengan terus berkembangnya teknologi dan
kebutuhan publik terhadap akses hukum yang cepat dan efisien, e-
Court akan menjadi jembatan menuju sistem peradilan yang cerdas,

responsif, dan berbasis data.®

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau
disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang
berlaku serta apa yang terjadi dalam  kenyataannya dalam
masyarakat.'"Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action

18 E-Court (PERMA No. 1 Tahun 2019)

17 Suharsimi Arikunto,2012, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta,
Rineka Cipta, hl. 126
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pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.18 Atau
dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan
sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud
untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan,
setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada
identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian
masalah.'®
Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan
berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang
diperoleh saat penelitian®, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah
diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari

berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif
serta pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini

menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum

18 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya

Bakti, hm 134

15

19 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

20 Ramdhan, Muhammad. Metode Penelitian. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),

hlm.6.
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yang sedang diteliti dan konseptual (conceptual approach) untuk mencari

jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.?*

4. Sumber Penelitian

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder,

yaitu:

a.

1)

2)

Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama
yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan
melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak informan
Bapak Muh. Ismail Hamid, S.H., M.H yang berasal dari Hakim
Pengadilan Negeri Yogyakarta.
Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan
terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:
Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan

mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam
menyusun penelitian ini sebagai berikut:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
b) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahan hukum sekunder

2! Muhaimin, Op. Cit., hlm. 56-57.
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Bahan Hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang
berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang
digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut;

a) Buku-buku teks penunjang ahli hukum

b) Jurnal hukum, skripsi, dan tesis

c) Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian
3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-
laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi
dengan topik penelitian, media internet.

4) Analisis Data

Penelitian ini di analisis dengan menggunakan logika deduktif
melalui metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif
merupakan  cara menginterpretasikan dan menganalisis bahan hasil
penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-

teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang

disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:
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Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka,

kerangkat teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini

yakni teori efektivitas hukum, dan teori maslahah mursalah.

Bab ketiga, memuat paparan penjelasan penjelasan mengenai badan

peradilan dan Artificial Intelligence.

Bab keempat, memuat analisis dan pembahasan terkait badan
peradilan dan Artificial Intelligence dan dikaji lebih melalui pisau analisis
menggunakan teori efektivitas hukum, maslahah mursalah, dan hukum

progresif

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil
penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau

rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada setiap Bab Penulisan

ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di lingkungan peradilan Indonesia
memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam meningkatkan efisiensi
kerja lembaga peradilan. Al berperan penting dalam memproses
informasi hukum, mendukung administrasi peradilan, dan memberikan
analisis hukum berbasis data serta yurisprudensi. Peran Al dalam
hukum Indonesia masih sebagai perangkat penunjang, belum memiliki
status sebagai subjek hukum. Hal ini menciptakan kekosongan regulasi,
khususnya terkait tanggung jawab hukum bila Al menyebabkan
kerugian.

2. Dilihat dari sudut pandang Maslahah Mursalah, pemanfaatan Al dapat
dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan selama tidak bertentangan
dengan prinsip dasar syariat. Al berkontribusi dalam memberikan
kemudahan (maslahah hajiyah) dan memperindah proses pelayanan
hukum (maslahah tahsiniyah). Melalui pendekatan hukum progresif,
hukum dituntut untuk terus beradaptasi terhadap dinamika zaman. Al
dapat menjadi inovasi strategis dalam mewujudkan keadilan dan
keterjangkauan layanan hukum yang lebih merata. Tantangan utama

penggunaan Al dalam peradilan meliputi potensi bias dalam algoritma,

85
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aspek etika, keterbatasan teknologi, dan minimnya kesiapan sumber

daya manusia dalam pengelolaan sistem berbasis Al.

B. Saran
1. Pemerintah dan lembaga yudikatif disarankan untuk segera
merumuskan aturan hukum yang komprehensif terkait penggunaan Al
di bidang hukum, termasuk mekanisme akuntabilitas dan batasan peran

teknologi ini.

2. Peningkatan kapasitas dan literasi digital aparat penegak hukum sangat
diperlukan, guna memastikan kemampuan mereka dalam

memanfaatkan teknologi Al secara bijak dan profesional.

3. Pengembangan sistem Al di ranah hukum sebaiknya dilakukan secara
kolaboratif, dengan melibatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu agar

sistem yang dibangun lebih holistik dan manusiawi.

4. Dalam kerangka hukum Islam, integrasi Al harus tetap mengacu pada
Magqashid Syariah, yaitu prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga penerapannya benar-

benar membawa kemanfaatan umum
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